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Abstrak

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3)

Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendagri dan

Pemda yang mengamanahkan Bupati membentuk JDIH

Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah

sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat
Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8

Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 692);

Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini
adalah sebagai berikut:

1.

Ketentuan umum mengenai wadah pendayagunaan
bersama atas dokumen hukum dan informasi hukum secara
tertib, terpadu, dan Dberkesinambungan melalui JDIH
Kabupaten Sambas;

. Kedudukan Pengelola JDIH pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas serta pelibatan
seluruh Perangkat Daerah dalam penyediaan
data/dokumen produk hukum;

. Tugas dan fungsi pengelola JDIH meliputi pengumpulan,

pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan
penyebarluasan produk hukum daerah serta informasi



hukum lainnya,;

4. Pengelolaan Sistem Informasi Hukum (Siskum) berbasis
website resmi jdih.sambas.go.id yang terintegrasi secara
nasional dengan portal JDIHN Pusat;

5. Kewajiban pemutakhiran data produk hukum paling sedikit 1
(satu) minggu sekali, serta mekanisme pembinaan,
pengawasan, dan pembiayaan operasional JDIH.

Catatan :  Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2025
dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2025.



